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; Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 
implementasi dari tujusn nikembangksnnya psssr modal di In­
doneaia dan baga1mana pula keterkaitannya dengan PT aebagai 
a80a1as1 modal", baga1mana mekaniamenya agar PT dapat men­
jusl sahamnys melalu1 pasar modal dan bagsimana sspek penFs­
turan hukumnya .. serta bagsimsna perlindungan hukum terhadsp 
masyerekat pemodel dalam hsl dirugikan atau bila timbul per­
aelia1han. 
'fujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh 
kejelasen mengenei bagaimana implementss1 dari tujusn dikem­
bangkennya passr modsl di Indonesia dan untuk mengetshui bs­
gaimana perlindungan hukum terhadep masyarekat pemodel dalam 
hal dirugikan atau bila timbul perselisihan. 
Metode yang digunaksn dalem penelitian ini adalah se­
ba ga L beriku t : Peneli tian ini merupaken peneli tian hukun: 
normatif. Pendekstan.masalah dslam peneli.ian in1 adalsh pe­
ndekatan monod1siplinerartinys pemecahan mesalah berdssarkan 
kajlen hukum saja. Sumber data meliputi data primer dsn data 
sekunder. Data primer didapat dar·i informesi yang berkeitan 
dengan perdag~ng.n aaham di Bursa Efek Surabaya dan Bspepsm. 
Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan yang 
berkaitan denean obyek permasalahon. Pengumpulad data primer 
dilakukan dengan cara wawancara langsung dan atau memberikan 
dsftar.pertanyaan kepada pejabat di DES dan Bapepam, sedane­
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kan pengumpulan data sekunder dilskukan dengan cara memba­
ea beberapa peraturan perundangan denean harapan dapst di­
jadikan landasan teoritis dalam memecahkan permasalahan. 
Disamping itu juga dengan mengkaji pandangan-psndangan dan 
tulisan para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini. Da~ 
ta primer dan data sekunder tersebut selanjutnya dianalisa' 
seeara kwalitatif. Dari analisa ini diambil kesimpulan se­
cara deduksi. 
Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa tujuan di­
kembangkannya pasar modal di Indonesia lebih diarahkan pada 
usaha-usaha un tuk mencapai pemera taan pemilikan saham peru­
sahaan. Namun tujuan itu belum tereapai sepenuhnya karena . 
saham yang dijual kepada mosyarakat oleh PT yang go public 
umumnya hanya sebagian keeil, dan motivasi go public tidak 
laei untuk pemerataan pendapatan tetapi sekedar untuk men­
dapat tambahan modal. Sedangkan dalsm ksitannya dengan PT 
sebagai asosiasi modal, maka dengan adanya pasar modal da­
pat dipertemukan maksud PT untuk menjual sahamnya kepada ma­
syarskat luas untuk menghimpun modal yang berasal dari ma­
syarakat tersebut. Untuk dapst menjual 8ahamnya melalui pa­
sar modal, emiten harus memenuhi syarat sebagaimana lanE, di­
atur dalsm ICeppres No. 53 Tahun 1990 dan Keputusan Henteri 
Keuangan No. 11991 K}lK.010 / 1991 yang merupakan perubahan 
dari Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/ 1990 ten­
tang pasar modal. Dalam proses emisi harus melaluibeberapa 
tahap yai tu tahap persiapan emisi, tahap pendaftaran, tahap 
promosi dan penawaran efek, tahap pasar perdana, penjatahan 
dan refund, tahap cooling period dan pencatatan di bursa efek 
tahap laporan dan kewajihan lainnya. Sedangkan dari segi hu­
kumnya, pengaturan tentang emisi saham dan perdagangannya 
lebih menekankan pada aspek praktis ekonomis dari pada as­
pek yuridisnya. Di dalam ke ten tuan pa s a r- modal telah membe­
rikan perlindungan terhadap masyarakat pemodal. Dalam hal 
ada perselisihan dalam perdagangan di bursa maka diselesaikan 
melalui panitia yang disebut Komite Disiplin Anggota. Saran 
yang kami berikan di sini adalah perlu segera direalisasikan 
peraturan mengenai pasar modal yang jelas, tegas, lengkap, 
dan fleksibel, sehingga tidak mudah berubah, terutama atur­
an da sarnya un tuk menggan tikan Undang-undane No , 15 Tahun 
1952 untuk lebih menjamin kepastian hukum di pasar modal. 
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